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PUTUSAN
. !\I/()m?r 210/Pdt.G/2024/PA.Ek
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. 731602xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 04 Juli
XXXxX (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx NO. XX,
Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XxxXxxxXxxxxx, Kabupaten
Enrekang, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK. 36711xxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxxxx, 15
Januari xxxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan
XXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten — XXxxXxXxXxXxXxxX,
Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus
2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada
tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.EK,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah
pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor: xxxxx/011/VIll/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
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Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 24
AguSstus XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di
rumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXxXxxX,
Kabupaten Enrekang selama 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan
damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
4.1 Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
4.2 Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak 3
bulan setelah menikah;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Tergugat meninggalkan
Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2
tahun 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan
hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah
tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap
Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup
bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan
perceraian;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang
terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang
telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon
Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxXx,
Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxxx/011/VIII/xxxx

Tanggal 24 Agustus xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
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dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXXXXX, alamat di xxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, mengaku sebagai sepupu satu Kkali

Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu satu kali Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Kelurahan XxxXxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat berselisih dan bertengkar
dengan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi 2, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

XXXXXXXX, alamat di XXXxxxxxxxxx No.xx Kelurahan Xxxxxxxxxxxx,Kecamatan

Enrekang,Kabupaten Enrekang;, mengaku sebagai sepupu dua kali dan di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu dua kali Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Enrekang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan
Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menafkahi
Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi
kebutuhan keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saat ini
masing-masing tinggal bersama dengan orang tua;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah
berlangsung selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin serta tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
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Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat P, dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus XXXXXX,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dan
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah
memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1)
R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus
didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan
mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, dan sudah
pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah
tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah didamaikan,
namun tidak berhasil adalah fakta yang ia lihat, dengar, alami sendiri, maka
keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
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saksi sebagai persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat
disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi
yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwva yang dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta- fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum

dikaruniai anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-

menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa sejak Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang

baik layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung
unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat
terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam
perkara a quo dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan
tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk
bercerai sebagai ekses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah

tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga
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dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini,
Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil,
Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi.
Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih
besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan
Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat
dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran,
bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan
Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup
berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun
lamanya, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcokan
Pengugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat
merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya,
maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai
pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, tidak terjalinnya
komunikasi yang baik, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa

hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya
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perkawinan (broken marriage). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan.
Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami atau istri sudah tidak peduli dengan
tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih
sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan
bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak
lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai
pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara
nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21.:

28 B 22355 8353 S Jazs el I35 G151 8ddl 3 330 515 O &3l s
03)’2555 f§ﬁ'¢,‘*4.g A

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ment ) nu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir’.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat,
akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana
ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan
mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan
(resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fighiyah yang diambil alih
sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

logasT £95 0l o™ o les I3l
“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka
hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan”

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa
penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa
alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara
verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Enrekang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.l sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh H. Muhammadiah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira Wawan Jamal, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 70.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 500.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 200.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
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